
Dipiodai dengon Com Scanner 

• 
• Mengingat 

• 
• a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
ten tang Sis tern Perencanaan Pembangunan 
Nasional, dan Pasal 263 Ayat (4) jo. Pasal 264 Ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 
104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017, maka Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksud dalam huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba 
Tengah Tahun 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nornor 3 Tahun 20·07 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4679); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentan 
Rene na Pembangunan Jangk P njang Nasional 
Tah n 2005-2025 (Lemb r n Negara Republik 
Ind n i Tnhun 2007 Nomor 33, Tamb han 
Lcrnb re Ne r Rcpublik Indoncsi Noma 
4700); 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBA TENGAH, 

BUPATI SUMBA TENGAH 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH 

NOMOR 15 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

9~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan ' Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Infor masi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor :1114); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tarnbah an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 
Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
10· , 

_) 
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:MENETAPKAN : 

MEMUTU'SKAN : 

PERATU.RAN BUPATI T'ENTANG RE.NCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH (RKP.D) KABUPATE,N 
SUMBA TENG·AH TAHUN 2021. 

B.AB·I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bu.pati ini yang dirnaksud dengan: 

1.. Daerah adalah Kabupaten Sumba. Tengah. 
2.. Bupati adalah Bupati S11x11ba Tengah, 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyele:nggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, 

T nza 
Rn n 

D. e ·. 

T 

12. Peratur n ·. r · - m i T 
Nomor l T: hui 2'0 I n .. - 
p·· :m. · n · n · . kc· p, ·. J n · 
Nus Ten r Timur T hun 201 , - 2 · · 

I 

1.3. Perat iran D 11·r h K bup · n '. urn T 
N mar r Tahun 2011 , r n Rene n 
Ruan :r Wilayt h K · bup . en ·. .urnt T n 
- 20·29. ( Lcrnbaran Daer :h Kabup , 
Tengah Tahun 2011 Nornor 1):, 

14·. P raturan Daerah Kabupaten .urn T ne .. 
Nomor 2 Tahun 2011 tentan · ncai 
Pernbangunan Jangka Panjan ·' D 
Kabupaten Sumba Tengah 2009 - 20 · 
(Lembaran Daerah Kabupaten Su __ ba T n ·. 
Tahun 2011 No:mor 2); 

1.5,. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbs T 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pem -'n __ : __ da 
Susunan Perangkat Daerah Kabup t ,n , um 
Tengah (Lembaran Daerah Kabu t 
Tengah Tahun 201.6 Nornor 4); seb irns l , 
diubah de·ngan Peraturan Daerah · omor T I .n 
20210 tentang Perubahan Pe raturan D . 
Kabupaten Su.mba Tengah Nornor T- hun ... I 
ten tang Pembentukan d n -u .un · n n__..,"' .. 
Daerah Kabupate:n St-1mb. T n . ( mrx ... ran 
Daerah Kabupaten Sumb __ 'T en T un . O 10 
Nomor 3); 

16. Peraturan D. er h K bu. l n ' mb 
Nomor l Tahun ,~Q 1. · ten __ n 
Pernbangun n. J n k · M n m .. ah 
Kabupaten Surnba T n · ah 20118- 0 3 

B ... t 
l · r I·. · 7 · 

' 

(J t i I ·1 I r 
I, 1L ifik 

1 1. , ·· · . rtu , 
· 1 · · t ·n .. 1 1 

N I klntu 
K "U n 7f n 
Ind n - i T h1 n 

• 
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• 

kan 

- 

di k - unsur P11n·· 
p Ink ... 1 · n 
ds · rah o t n, - 

5. R n · · n - mban n n J n k M n · - h 
el· njutny_ disingk t R ~M ad I_ de .irn 

da rah untuk period- 5 (lima) t hun. . 
6 .. Re:ncana K rjs P merin - - Da _ rah Y' ng _· l ") tn . · J 1 

RKPD adal h dokum n per·encan. an d · rah untuk · rroo ·, 1 _ ...... .at 
tahun. 

7. Rencana Strategis Perun · kat D er· h yan sel njutn - - d·i5.1 

dengan Rens ra PD d -; l h dokurnen :pc·rcncan an peno · 
(lima] tahun per ngka daerah .. 

8 .. Re·ncana erja Perangkat D erah atau di ebut Rcnja PD ad · h 
dokum.en pere:ncanaan periode I (satu) tahun perangk t daer · h. 

9. Kebijakan Umum APBD yang, selanjutnya disingkat KUA a~ J. h 
dokumen yang rnernuat kebijakan bidang pendapa - , ~Ia·nJ, : 
dan pembiayaan serta asumsi yang menda.sannya un uk period l 
[satu] tahun. 

10 .. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanju • ' 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan bat s 
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Da -. -· 
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan ren · '· 
kerja dan anggaran Perangkat Daerah, 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnj ~. 
disingkat APB.D adalah rencana keuangan tahunan daerah ) · · · 
ditetapkan dengan Peraturan daerah .. 

12. Permasalahan pernbangunan adalah kesenjangan an ·ara . · erj · 
pembangunan yan.g dicapai saat ini dengan yang, diren " n · .· 
antara apa yang ingin dicapai dimasa yang ak n d t ·. n - d n ............. 
kondisi riil saat penyusunan perencanaan .. 

13 .. Isu strategis daerah adalah kondisi atau h I 
diperhatikan atau dikedepankan dul m 
pernbangunan daerah .. 

1·4 .. Visi adalah rumusan umum mengenai keada n __ n diin ". · kan 
pada akhir periode pe·rencana - n. 

15. Misi adalah rumusan umum men n · up y- -up )" 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi, 

16. Tujuan adalah suatu kondisi yang k n dicapai atau dihasilkan 
dalam jangka waktu 5 [lima] tahunan. 

1.7. Sasaran daerah adalah ru.musan kondisi yang rnenggambarkan 
tercapainya tujuan pernbangunan daerah alas pencapaian hasil 
program perangkat daerah. 

18. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan 
pernerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk 
:mencapai sa.saran pembangunan .. 

19. Arab kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka 
k~rja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang 
dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi. 

2.0. ·~tra·t1egi adalah langkah-langkah berisikan program-program 
indikatif 'untuk mewujudkan visi dan misi. 

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau 
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk 
mencapai sasaran ,dan tujuan pembangurian daerah, · 

- . P m· rint h 
• 

• • 
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• • 3.BAB nr 

• 
• 2.B.AB II 

• • Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, dasar 
hukum penyusunan, hu.bungan antar dokumen 
perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan 
dokumen serta sistematika dokurnen R.KPD .. 

Gamba1an Ilmum Kondisi Daerab, menyajikan 
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu 
memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen 
RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan, 

Kerangka. Ekonomi Daerah den Keuangan 
Daerah, memuat penjelasan tentang kondisi 
ekono.mi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, 
yang antara lain mencakup indikator 
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber 
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah 

1.B.AB I 

BAB II 
RUANG LI.NKUP RENCANA KERJ:A P·EM.ERINTAH DAERAH 

Pasal. 2 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 
2021 sebagaimana terlampir disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

22. Indikator kine.rja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 
dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluai an, hasil, 

.manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian 
kinerja suatu program dan kegiatan, 

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya 
disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan 
dalam ran.gka memadu serasikan aspirasi dan usulan dalam 
menyusun rencana pembangunan daerah. 

24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 
adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran 
strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam str 11kt11r 
dan pola pemanfaatan ruang wilayah, 

25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selaniutnya disingkat 
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan 
partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjut.an. 

26. Pengen.dalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses 
pemantauan dan ·supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan pernbangunan serta menilai basil realiaasi k:inerja untuk 
kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif. 

27. Perencanaan Daerah berbasis e-planing adalah pendekatan 
perencanaan menggunakan aplikasi inf 01111asi dan teknologi. 

28. Perencanaan berbasis e-planinq adal.ah perencanaan dan 
penganggaran daerah menggunakan aplikasi SIPD Kementerian 
Dalam Negeri. 

29. S:istem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SIPD adalah pengelolaan informasi pe:mbangunan daerah, 
informasi keuangan daerah, ,dan informasi Pemerintahan Daerah 
lainnya yang saling terhubung 'untuk dimanfaatkan dalam 
penyelenggaraan pembangun.an daerah. 

30. Informasi Pem.bangunan Daerah adalah suatu sistem yang 
digunakan u:ntuk pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan. 
Daerah. 

• .. 
' 

• 

I 
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KU PPAS Tahun 2021 merupakan acuan dalarn penyuaunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. ~ 

Reneana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 akan dijabarkan 
dalacri KUA PPAS untuk dibahas dan dise·pakati bersama antara 
Pemerirrtah dan DPRD Kabupaten Surnba Tengah. 

Pasal 5 

Pasal 4 

Rencaoa Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan 
pedornan dan acuan dalam penyelarasan rencana kerja perangkat 
daerah dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi perangkat 
daerah tah11n 2021 .. 

Pasal ,3 

• .. 

• • 7.BAB VII 

8.. -· ~l,.A, .... 

5.BAB v 

- .. 4.BAB IV 

yang diperlukan dalam pembangunan 
perukonornian daerah .meliputi pendapatan 
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 
Sasa,.au dan Prioritas Pembangunan Daerah, 
rnenyajikan perumusan prioritas dan. sa~ 
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis 
terhadap basil evaluasi pelak · · · - RKPD tahun 
lalu dan capaian kinerja yang direncanakan 
visij mis! dan tujuan/sasarao pembangunan 5 

10i,r11a tahunan acuan dokumen RPJMD, 
identifikasi permasalahan ditingkat daerah, 
regional dan nasional, prioritas pembangunan 
tahun rencana yang dikaitkan de·ngan progra rn 
pembangunan daerah (RPJMDJ tahun rencana, 
Rene aua Kerja dan Pe:ndanaan Daerah, 
pet , 1 r I rusan secara eksplisit renca oa pro gr arr I dan 
kegiatan prioritas daer ah yang disusun. 
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, 
kedudukan ta'h11·n rencana (RKPD.J dan capaian 
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. 
Rencana program dan kegiatan prioritas sebagai 
hasil dari proses dan tabapao pelaksanaan 
perencanaan pemerintah daerah. 

Kjnerja ·P·enyelengga • aan Pemerint·aban Daerah, 
mengemukakan penetapan indikator kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan 
untuk memberi panduan dalam pencapaian 
kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi 
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator 
Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan 

Penutup 

Matriks Urusan Bidang Prioritas dan Sasaran 
Daer ab Indikator Kinerja ser la Pagu Indikatif 
Tahun 2021 .. 

• 
• 6.BAB VI 

• 

.. 

.. 
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SERITA DAERAI .KABUPA'I'EN SUM A TENGA f TAI IUN 2020 N M .: 1 

UMBU EDA PAJANGU 

SEKRETARJ DA _..RAl J 
K BUPA1'EN SUM A TEN ,All, 

Diundan kan di Waibakul 
pada tang zal 10 JUlli 2020 
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